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DENGAII RATIMAT TUI{AN YAITG MAHA ESA

Menimbang : a.

BTIPATI I(ATINGAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal LT
ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan
hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil
pemeriksaan kinerja dan laporan hasil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
disampaikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia kepada
Bupati Katingan, sesuai ketentuan
Peraturan Perundang - Undangan;

bahwa untuk menindaklanjuti Laporan
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, periu menetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Pedoman Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia pada
Pemerintah Kabupaten Katingan.

bahwa untuk memenuhi maksud pada
huruf a dan b diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Katingan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a18O);

Mengingat : 1.

b.

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RePublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a42tl;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintan Daerah (l,embaran
Negafa Republik Indonesia Noinot 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2AO4 tentang Pemerintan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484a1;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20A6
tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia a65il;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201,1

tentang Pembentukan peraturan Perundang*
Undangan (Lembaran Negara Republik
Ind"onesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia a659;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
20OS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun }OLL Nornor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomlor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Paeiah (Lembaran Negara RePublik
Ind,onesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten lKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2O1O tentang Pedoman Pelaksanaan
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Terhadap Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OO8

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 5 Tahun 2OO8 Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2477
Nomor 3); sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 3 Tahun 2ALL tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan
{Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 20ll Nomor 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah KabuPaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 20 t 1 Nomor 4\
sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun
2ALL tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6
Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Katingan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8

Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2OO8 Nomor 8);

12.

13.

L4.

15.

16,

17.



Menetapkan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
i3 Tahun 2A06 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAIIT:

: PERATURAIY BUPATI I(ATINGAIT TENTANG
PEDOMAI{ TINDAK LATTJT'T HASIL
PEMERIKSAAIT BAI}AN PEMERIKSA
KEUANGAIT RTPUBLIK INDONFSIA PADA
PEMERINTATI KABUPATEN I{ATIITGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai un$ur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Katingan.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
5. DPRD adalah Dewan Pernrakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Katingan.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
7. lnspektur adalah Inspekftrr Kabupaten Katingan.
8. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebrrt sKpD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan.

9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Pemrakilan Provinsi Kalimantan Tengah-

lO. Laporan H*sil Pemeriksaan yang selar{utnya disebut LHp
adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan hduan tertentu.

1 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut
TLHP adalah Tifldak Lanjr"rt Hasitr Pemeriksaan BPK-RI.

12.Tim Tindak I.anjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah
Kabupaten Katingan yang selaqiutnya disebut Tim TLHP BpI(
RI adalah rim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan
TLHF BPK RI.



BAB II
TIAITSUD DAIT fUJUAIU

Bagian Kosatu

Maksud

Pasat 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk
memberikan acuan bagt Pemerintah Daerah dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Bagi,an Kedua

Tujuaa

ksal 3

Tujuan ditetapkannya Pedonlan TLHP ini adalah agar tindak tranjut
terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaall,
pelaksanaan, pemantauan dan pelaporarl TLHP BPK RI.

BAB III
IIUAITG LIIIGKITP

Pasel 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini rnencakup pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

a. pemeriksaatl keuangan;
b. pemeriksaan kinerja; dan
c. pemeriksaan dengan tqiuan tertentu.

BAB IV

SISTEHA?IKA

ksal 5

{1} Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi :

I. Pendahuluan.
U. Maksud dan Tqluan
ru. Ruang LingkuP
Iv. TLHP BPK RI
V. ?im TL HP BPK RI
VI. Pelaporan Tirn TL HP BPK RI
Vfl. Standart Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud' 
pada ayat {1} tercantrrm dalam I"ampiran I, II dan III, sebagai
UrSt* yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

I(gTElTT['Ail PTSUTTIP

Fasal 6

Segala pernbiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan
kepada APBD Kabupaten Katingan.



Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini

*.p"":""g irengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh

penanggung ir*ab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan
p!"S""a u,.ia,- Perat[ran Bupati ini dlngan penempatannSra dalam

beriia Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal .2| firr' aots

BPPATI KATINGAN
V1iln/t*)/
DTIWEL RAU'ING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal xI l^"j ao\}

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUP .TINGAN

a,

JAIINTDIIT SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

TAHUN z}rc NOMOR ."!e3...-.---.



LAMPIRATT I PSRATURAN BUPATI I{ATINGAN

NoMoR : { e- T*lLu{ ?rDr}

inNccni, ' ++ r^oi aorc

TENTANG:PED0MANTINDAKLANJUTHA$ILPEMBRIKSAAN
BADAN PBTUBNiTSE KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA PAOA PEMERINTAH KABUPATEN

KATINGAN

I. PENDAHULUAN

Da]amrang}<amenghadapituntutanperkembangandan
pencapaianSasa.ranpembangunan'*suaidenganaspirasi
reformasi, apafatur pemerinlah Daerah dan masyarakat

mempunyaiperanyangsaneatstrategisdalammewujudkan
keberhasiian pembang,rt* ii Daerahl Ha1 ini tersebut juga

diperkua* ?*ri*;- iaraknya tuntutan 
" 
masyarakat terhadap

kinerja rp*ui,i, pemerintair Daerah dalam menyelenggarakan

tata kepemerintahan yan; P"ry - {Good Governance}' Untuk

mewujudxan rr* tersebut, i**" didukung. oleh peran dan fungsi

pengawa"* Vu"g efektit, efisien dan akuntabel'

Pengawasansebagaisuatuprosesmerupakanrangkaian
tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai

denganhasilpengawasan'selesaiditindaklanjuti.Untuk
mencapaihasilpengawa€anyangoptimal,makasetiaptemuan
hasil aparat pengawa" tf.sit* din lntern, wajib ditindlklanjuti

oleh Pimpinan Skpn *""** konsisten dan bertanggung jawab'

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan mempakan bagian

dari upaya perbaikan manadimen pemerintahan. Adapun

penuntasJ" fririi pemeriksr"rn ikun mendorong pemulihan citra

&an kewibawaan Pemerintah Daerah'

TindakLanjutHasilPemeriksaanBPKRltelahdiaturdalam
Undang-UndangNomor15Tahun2oa4tentangPemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung J1w3b Keuangan Negara serta

undang-undang Nomor 
-i5 Tahun 2006 tentang Badan

PemeriksaKeuangan.DalamUndang.Undangtersebut,
dinyatakan bahwa Jttiap pejalat lanr.dipeSksa-f1ery vang

t*rtuoggJrrgfi;b wajib memterit<an ja*aban atau penjelasan

kepada Bpr RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam

LHp BpK-nt, dun mefradi salah iatu da*ar penilaian-kinerja

instansi, *'*r.ip"" a,r"* kenyataannya peiaksarraarr TLHF ini

belum diteraPkan secara oPtimal'

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI

disusun Oa,, 
-Oila:if<an 

AJam dporln Hasil Pemeriksaan {LHP}

segera seieUn tegiatan p"*eiik**rIl selesai. Pemeriksaan

t euangan-.fi merighasilkan opini, pemeriksaaan kinerja akan

menghasiff.urr- l"*u;n, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun

pemeriksaandengantujuantertentuakanmenghasilkan
kesimPulan.

Setiaplaporanhasilpemeriksaan.BPKRldisampaikan
kepada DPRD sesuai dengan kewenangaJlnya yaxg

ditind.aklanjuti,antaralaindenganmemba}rasnyabersama
pihak t"rr.dii. belain aisampaikan"kepa"da DPRD, laporan hasil

pemeriksaan juga a'-*'*n"ii"' :Jth efK RI kepada Pemerintah

Daerah. Dalam liat lapoian hasil pemeriksaan keuangan, hasil

pemerit<saan-Eru disunakan oleh Pemerintah Daerah untuk

melakukan koreksi aan p*"vesuaian ya.lg diperlukan, sehingga

taporan keuangan y"o! 1.r4 Aip!*t<sa (audited financial

stateme{"*.rfi""t 
"t orErci dimakiud sebelum disampaikan

kePada DPRD'



Pemerintah daerah wqiib menindaklanjuti rekomendasi BPK

RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta

kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan

dimaksud Aise*akan datam LHP BPK RI yang disampaikan

kepada DPRD. Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman

Oaiam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI'

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada

pemerintah Kabupaten Katingan dimaksudkan untuk
memberikan *"ru.tt bagi Pemerintah Daerah dalam

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI'

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah

Kabupaten ratingan bertujuan unt_uk menindaklanjuti hasil

p**.rikr**r, BPK RI secafa efektif, efisien, dan akuntabel,
meliputi koordinasi, perencalaan, pel;aksafiaan, pemantauan

dan PelaPoran TLHP BPK RI'

iII. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lar{ut Hasil Pemeriksaan

BpK RI 
- padi Pemerintah Kabupaten Katingan mencakup

pelaksanu"in, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

i. pemerik***n Keuangan (Laporan hasit pemeriksaan keuangan

BPK RI akan menghasilkan oPini);
2. Pemeriksaan rinerja {Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK

RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi|;

dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan

pemeriksaan dengan tujuan
menghasiikan kesimPulan).

Tertentu {LaPoran hasil
tertentu BPK RI akan

ff. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK zu

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI

frrp"Jl Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan

i;#d; tnspektorat. Untuk selanjutnY",-I1:LHP BPK RI vang

dibentuk oleh Bupati menindaklalrjuti LHP BP{ RI dengan batas

*ur.t" paling hmLat 6o {Enam Puluh} hari setelah LHP diterima,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

TIM TLHP BPK RI

untuk meiaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan

Rakyat naerah (DPRD) Kabupate.l Katingan dalam

menindaklanjuti- iaporan hasil pemeriksaan BPK RI pada

pemerintah r<atuplten Katingan, yang tidak dimintakan

;;;j;il-"" ourv"i"" ridak dimintatcan pemeriksaan lanjutan

oleh DPRD fJt"p"t." Katingan kep-1{a Badan Pemeriksa

Keuangan nepunrili-inoonesia lnrr zu), di bentuk rim TLHP BPK

RI pada Pemerintah Kabupaten Katingan'

V.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN
NCIMOR
TANGGAL
TENTANG

. l,* t+l{u-{ &i}
: LT lqd f-i5
: PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN

PEMERIKSA KB]UANGAN PUBLIK II{DONESIA PADA PEI\iIERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

STAI{DAR OPERASONAT PROSEDUR ?II{DAH LA$JUT HASIL PEIEERIKSAA$
tsADAN PEMEITIKSA KEUANGAII REPUBLIK INDONESIA PADA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SOP TLHP BPK RI
SEKRETARIS
{INSPEKTUR)

PENANGGUNG
JAWAB

(WABUP)

BPK RI
PERWAKILAN

PROV.
NALTENG

Men;ndaklanjuti

dengan
nrenrbuat/m eleng
ka pi/menrperta ng

gungjawabkan
danf atas Kas

!rc6dr a r15uar

dengan
rekomendasi BPK

RI

TLHP BPK Rl llasil
Koordinasi dengan
DPRD

lVelaporkan hasil
TLHPkepada BPK

Ri dan DPRD

melalui
Penanggung
jawab dan

sekretaris Tim
TLHP BPK RI

Laporan I{asil
Penreriksmr

Tembusan LHP disampaikan Kepada

l\,Ier.npelajui dan
lr{engiderrliiikasi
konclisi. [riteria.
dan rekomendasi
etas LHP BPK Ri

Disampaikan Kepada

Disampaikan (epada

Membuat
Rencana al(si

Tindak Lanjut LHP

BPKRI(TLHPBPK
fit)

Mensosialisasikan
rencana Aksi TLHP

BPK Rl dan €mbuat
kesepakatan waktu
penyelesaian ILHP

BPK Rl dalam kurun
waktu 60 hari

kalender

Ya

Melakukan
koordina-si dengan

oPRD dalam
menindaklanjuti hasil

pengawasan BPK Rl

HasilTLHP BPK

RI

HasilTLi-lP BPK

RI

M engkoordi nasl ka n

Pelaksaan tugas
dan fungsi Tirn TLHP

BPK RI

Melaksanakan
kesepa kata n

mengenai rvaktu
penyslosaian ]'LHP
BPK Rl dan
mempela jari

kondisi, kriterie,
dan rekomendasi

daisampaikan oleh
Sekreiaris sasuai

bisdang tugasnya

itxii TI,HP
BPKRI



No. Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

Sejak Berkas Diterima

1. BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
kepada DPRD Kabupaten Katingan dan Bupati
dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten
Katingan

Selambat-lar{utnya 2 bulan
setelah menerima laporan
Keuangan dari Pemerintahan
Kabupaten Katingan

) Sekretaris mempeiajari dan mengidentifikasikan
kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK
RI

5 Hari

a
\,) . Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut

LHP BPK RI {TLHP BPK RI)
5 Hari

4. Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi
TLHPMBPK RI dan membuat kesepakantan waktu
penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60
hari kaiender

5 Hari

5. Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan
mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan
mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi
yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai
bidang tugasnya

10 Hari

6. Sekretariat berkonsultasi dengan BPK RI dan BPK
RI yrng telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

5 Hari

7. Sekretaris melakukan Koordinasi dengan DPRD
Kabupaten Katingan dalam menindaklarq'uti hasil
pengawasan BPK RI

5 Hari

8. Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan
membuatl melengkapi/ mempertanggungiawabkan
dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau
Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI

15 Hari

9. Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada
BPK RI dan DPRD Kabupaten Katingan melalui
penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK Ri

5 Hari

10. Penanggungiawab melaporkan hasil melaporkan
hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Katingan untuk
disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten
Katingan

5 Hari

Jumlah 60 Hari

PROSEDUR

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada

Pemerinta.han Kabupaten Katingan.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BtrFATI I{ATINGAITV\
ttarS*,,y2

DUIIIEL RAWIITIG



LAMFIRAT{ III PERATURAIT BUPA?I I{ATI$GAS
NOM0R i l;>. w?t-ltrrri *-r1
TANGGAL : x.l tst'sr' rcD
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJ{..TT HASIL PEMERIKSAAN BADAN

PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTA}IAN KABUPATEN KATINGAN

STAITDAR QPERASIOIVAL PROSEDUR
TII'IDAK LANJUT IIASIL PEIITERIKSAAI{ BADAN PEMERIKSA KEUAT{GAN REPUBLIK

II{DOI{ESIA PADA PEMERINTAIIA!{ KABUPA?ET{ KATIIIGAT{

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. La-poran I{asil Pemeriksaal BPK Ri.
2. Hirnpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pernerrnta-h

Kabupaten Katilgan.
3. Laporan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaem BPK RI.
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2. Mengkoordinasikal Tugzrs rlal
Farnssi TIM TI,HP RPI{-RI
lYlern ir.rat Rencala Aksi
Tirrdal< ialiut I-FIP llPli RI
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5 Har-i
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1O Hali

7. Sekretil'is berkonsultasi
clcngan B1'I\ Rl atas l['Lfll] FlPh
Ri-van g tclah dilzlsariakan
sebagai bahal lauoran

5 Hari

L Sekrelanis melakukal
kooi-rlinasi dengal I )PR L)

l{abupaten Katingal} dalam
menirlakla.rr.jr-rtl hasil
lrengalvasan BPIi RI

5 i-Iari

9. turggota Titrr LIIP
rlenindaklaniuti dengar
nrem tlrat/ melcngkapi/ mem pe
rf.:rltrigtrrrgj;rurabktrl d:rn/ alarr
rrtentrel.ol' tralg has Daerah
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dengarr rekor:ren<1:rsi EtPi{ Rl
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10. Ar iggota Tirl TLI-II, nrelapolkant
liasil TI,FIP liepacla LIPI{ Rl clar
D.PRD Kzrbupaten Iiatilgal
mela-h-ri Penanggungjaurab clan
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